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Dalam hal ini mengajukan Permohonan Kepada Mahkamah
Konstitusi RI perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil
Pemilihan Calon WaliKota dan Wakil WaliKota Makassar Tahun 2018
berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar
Nomor : 71/P.KWK /HK/03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/VII/2018 Tentang
Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan
Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun
2018, Tanggal 6 Juli 2018.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-



Undang, Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan suara tahap
akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah
Konstitusi sampai dibentuknya badan Peradilan khusus;

Bahwa ketentuan a quo sejalan dengan pertimbangan
Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan MK No. 97/PUU-
XI/2013 paragraf 3.14 yang menyatakan “menimbang bahwa
untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian hukum serta
kevakuman lembaga yang berwenang  menyelesaikan
perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah karena belum
adanya undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut
maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala
daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah;”

Bahwa sejalan dengan itu berdasarkan Pasal 8 Ayat 3 Peraturan
Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 6 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Wali Kota dengan satu pasangan calon,
mutatis-mutandis syarat selisih sebagaimana yang
dimaksudkan dalam Pasal 158 ayat 2 Undang-undang Pemilihan
a quo adalah berlaku juga untuk perselisihan hasil pemilihan
yang hanya terdapat satu pasangan calon;

Bahwa permohonan pemohon adalah perkara perselisihan
penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2018;

Bahwa secara konkret permohonan perkara perselisihan
penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2018 sebagaimana yang
dimaksudkan di atas (huruf e) adalah mempersoalkan hasil
pemilihan tersebut karena terjadi “CACAT HUKUM” atas
Keputusan KPU Kota Makassar Nomor: 71/P.KWK /HK/03.1-
Kpt/7371/KPU-Kot/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018, Tanggal 6 Juli 2018
Bahwa dengan bersandarkan pada kenyataan dan praktik
demokrasi yang semakin tumbuh-kembang dari demokrasi yang
prosedural menuju titian demokrasi substansial, mengunci rapat
atau memahami kewenangan MK secara tekstual dan Iliterlijk



berdasarkan rumusan kalimat baik dalam Undang-undang
Pemilihan a quo maupun dalam Peraturan MK a quo, hanyalah
dimungkinkan jika proses penyelenggaraan pemilihan itu hingga
penetapan hasil pemilihan berjalan secara normal. Dalam arti
penyelenggara pemilihan Cq KPU RI/KPU Provinsi/KPU
Kabupaten/Kota tidak mengindahkan “pribadi jabatannya”
dalam asas-asas penyelenggara pemilihan yang berlandaskan
pada landasan etis, moril dan filosofis;

Bahwa keadaan tidak normal sebagaimana yang dimaksudkan
di atas, adalah KPU Kota Makassar seharusnya menindaklanjuti
Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar Nomor:
002/PS/PWSL. MKS.27.01/V/2018 yang bersifat mengikat
paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak selesainya Putusan a quo
dibacakan, namun KPU Kota Makassar mengindahkan Putusan
a quo hingga melewati batas yang telah ditentukan (Vide: Pasal
144 ayat 1 dan ayat 2 UU Pemilihan);

Bahwa dengan diindahkannya Putusan Panitia Pengawas
Pemilihan Kota Makassar tersebut menunjukan kalau penetapan
hasil pemilihan KPU Kota Makassar menjadi CACAT HUKUM
sebab terdapat pasangan calon atas nama pemohon (Ir. Muh.
Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti [lham
yang seharusnya diikutkan sebagai peserta dalam pemilihan
wali kota dan wakil wali kota Makassar tahun 2018, namun
pada kenyataannya tidak diikutkan;

Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak selamanya terikat dengan
kewenangan sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-
undang Pemilihan a quo dan Peraturan Mahkamah Konstitusi a
quo. Mahkamah Konstitusi akan membuka pintu kewenangan
dalam menjaga daulat rakyat pemilih dengan membuka hak
konstitusional bagi pasangan calon-calon yang memang secara
nyata dan tegas memiliki hak pilih aktif berdasarkan syarat dan
prosedur yang ditentukan dalam Undang-undang;

Bahwa dalam praktik, pemeriksaan perselisihan hasil pemilihan
oleh Mahkamah Konstitusi sudah pernah menerima
permohonan yang pada dasarnya tidak berkenaan dengan
perolehan hasil pemilihan, dengan dasar argumentasi



penyelenggara pemilihan Cq KPU Kabupaten telah melakukan
tindakan subordinatif. Ada suatu keadaan yang cacat prosedural
sehingga menyebabkan hasil perolehan suara itu menjadi cacat
pula, dan berakibat tidak diterapkannya ambang batas atau
persentasi hasil perolehan suara. Hal tersebut dapat dilihat
dalam Putusan MK Nomor: 52/PHP-BUP-XV/2017 pragraf 3.7
yang menyatakan: ".....menimbang bahwa berdasarkan bukti dan
fakta hukum di atas mahkamah menilai tindakan termohon yang
tidak menindaklanjuti surat dan rekomendasi KPU RI beserta KPU
Provinsi merupakan tindakan insubordinasi yang tidak boleh
terjadi...;"

Bahwa bilamana yang dimaksudkan Putusan MK di atas dalam
kasus pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan
Yapen Tahun 2017 adalah KPU Kabupaten yang tidak
menindaklanjuti  rekomendasi KPU RI dan KPU Provinsi,
kemudian MK tidak terikat pada syarat persentase dan
kewenangan mengadili hanya pada perolehan hasil pemilihan
semata, maka pertimbangan yang berdasarkan prinsip moral
dan rasional itu sudah semestinya diperlakukan sama pula
dalam permohonan ini yang mempersoalkan Surat Keputusan
Perolehan Hasil Pemilihan Nomor: 71/P.KWK /HK/03.1-
Kpt/7371/KPU-Kot/VII/2018 yang sebenarnya harus dianggap
“cacat hukum” pula karena terdapat pasangan calon atas nama
pemohon harus ditetapkan sebagai pasangan calon berdasarkan
Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar Nomor:
002 /PS/PWSL. MKS.27.01/V/2018 ;

Bahwa jika dalam putusan perselisihan hasil pemilihan
pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Yapen
adalah KPU Kabupaten telah melakukan tindakan insubordinatif
kerena tidak menidaklanjuti rekomendasi KPU RI dan
rekomendasi KPU Provinsi. Terlebih lagi dalam perkara yang
dimohonkan ini, sebab musabab Putusan Panitia Pengawas
Pemilihan merupakan putusan yang keberlakuannya mengikat
KPU Kota Makassar yang tidak dapat diindahkan, karena KPU
Kota Makassar adalah tidak memiliki wewenang untuk
melakukan kajian lagi (seperti produk hukum berupa




rekomendasi) atas produk hukum yang diterbitkan oleh Panitia
Pengawas Pemilihan berupa Putusan yang pada intinya
memerintahkan kepada KPU Kota Makassar menetapkan
pasangan calon atas nama pemohon sebagai peserta pemilihan
pasangan Calon wali kota dan wakil wali kota Makassar;

m. Bahwa di dalam praktik pelaksanaan kewenangan, Mahkamah
telah memiliki paradigma dan memaknai kewenangannya dalam
memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Pemaknaan
tersebut kaitannya dengan penyelesaian perselisihan hasil
pemilihan umum, Mahkamah tidak saja terbatas pada hasil
penghitungan suara semata-mata, tetapi juga termasuk
memutus pelanggaran dalam proses pemilihan umum yang
berpengaruh pada perolehan suara. Pelanggaran tersebut
mencakup pelanggaran administrasi persyaratan peserta
pemilihan umum yang berakibat pembatalan peserta pemilihan
umum, serta pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan
umum yang dilakukan sedemikian rupa dilakukan oleh
penyelenggara pemilu dan/atau bersama-sama peserta
pemilihan umum secara terstruktur, sistematis dan massif yang
berpengaruh signifikan terhadap hasil Pemilihan Umum;

n Bahwa ratio legis penyelesaian perselisihan hasil oleh
Mahkamah dapat pula kita temukan di dalam beberapa
putusannya dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil
pemilihan umum. Dalam Putusan Mahkamah Nomor
41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008 Mahkamah
mengatakan “... tidak dapat dinafikkan bahwa seluruh
penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan
Pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada
hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara
efektif dalam proses pemilukada, mengharuskan Mahkamah
untuk tidak membiarkan hal demikian apabilah bukti yang
dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan
bobot peristiwa yang cukup signifikan ...”. Lebih lanjut di dalam
putusan yang sama Mahkamah menegaskan “... bahwa dalam
memutus perselisthan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya
menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarmya



dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan
dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang
diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti
tekhnis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan
kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu
dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa.
Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut
undang- undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil
penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang
menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang
kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk
menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24
ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman
merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, dan Pasal 28
D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang
adil serta perlakuan yang sama di depan hukum’;

o. Bahwa pemohon sangat menghormati dan menaati kewenangan
MK dalam mengadili perolehan hasil pemilihan dengan prasyarat
presentase yang telah diatur dalam Undang-undang Pemilihan,
sebab selain hal itu sebagai bagian dari upaya membangun
struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang
makin dewasa juga sesuai dengan Putusan MK  Nomor:
58/PUU-XIII/2016 serta dalam upaya membatasi penumpukan
perkara di MK. MK bukanlah “keranjang sampah” dimana
semua perkara yang menyangkut proses akan berakhir di MK.
Tapi di atas segalanya, dimana lagi pemohon harus
memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya sebagai hak pilih
aktif, jika MK tidak membuka pintu keadilannya. Adalah tidak
mungkin pemohon mempersoalkan persentase itu, sebab dari
awal sudah dirampas hak politiknya oleh penyelenggara
pemilihan dengan terjadinya insubordinasi terhadap Putusan
Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar Nomor:
002/PS/PWSL. MKS.27.01/V/2018;

p. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Pemohon,



adalah Mahkamah Konstitusi Berwenang Untuk Memeriksa dan
Mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara
Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali
Kota Makassar Tahun 2018.

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

a Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat 1 huruf c
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Beracara dalam Perkara Hasil Pemilihan, Gubernur,
Bupati dan Wali Kota menyatakan: (i) para pihak dalam perkara
hasil pemilihan adalah pemohon; (ii)j Pemohon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah pasangan calon wali kota
dan wakil wali kota;

b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Makassar Nomor
35/P.KWK/HK.03.1 Kpt/7371/KPU Kot/II/2018 Tentang
Penetapan Pasangan Calon wali Kota dan Wakil Wali Kota
Makassar Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018, dengan
pasangan calon sebagai berikut:

- Munafri Arifuddin, S.H. dan drg. Rachmatika Dewi Yustitia
Igbal;

- Ir. H. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari
Paramastuti Ilham

¢. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU KPU Kota Makassar Nomor
64/P.KWK/HK.03.1 Kpt/7371/KPU Kot/IV/2018 Tentang
Penatapan Pasangan Calon wali Kota dan wakil Wali Kota
Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018, dengan Pasangan
calon sebagai berikut;

- Munafri Arifuddin, S.H. dan drg. Rachmatika Dewi
Yustitia Igbal

d. Bahwa dalam hubungannya dengan permohonan ini, berdasarkan
Undang-undang Pemillhan a quo dan PMK a quo, dapatlah
dikatakan bahwa yang memiliki kedudukan hukum untuk
mengajukan perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan calon
wali kota dan wakil wali kota. Jika dalam pemilihan itu hanya
terdapat satu pasangan calon, maka yang memiliki kedudukan
hukum untuk mengajukan perselisihan hasil pemilihan



diantaranya: Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau
pemantau pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh
akreditasi dari KPU Kota untuk pemilihan wali kota dan wakil wali
Kota (Vide: Pasal ayat 1 huruf f PMK Nomor 6 Tahun 2017);
Bahwa yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah pemohon
memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perselisihan hasil
pemilihan padahal statusnya telah dibatalkan sebagai pasangan
calon oleh KPU Kota Makassar? Dengan berpegang pada tujuan
hukum tertinggi, yaitu “keadilan untuk semua” maka menjadi
penting kiranya “mendudukan” hati nurani, moral, dan akal sehat
kita bersama bahwa terhadap pemohon tetap memiliki kedudukan
hukum dengan basis argumentasi sebagai berikut:

1. Pemohon haruslah dimaknai sebagai pasangan calon wali kota
dan wakil wali kota Makassar berdasarkan Putusan Panitia
Pengawas Pemilihan Kota Makassar Nomor: 002/PS/PWSL.
MKS.27.01/V/2018 (Bukti P1)

2. Adapun tidak ditetapkannya pemohon sebagai pasangan calon
berdasarkan Putusan a quo semuanya itu disebabkan karena
ketidakpatuhan dan ketidaktaatan KPU Kota Makassar
terhadap asas penyelenggara pemilihan yang “BERKEPASTIAN
HUKUM.” KPU Kota Makassar tidak melaksanakan tugas,
fungsi, dan wewenang sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku;

3. Adalah tidak memenuhi syarat keadilan, jika KPU Kota
Makassar sebagai penyelenggara yang tidak taat hukum itu
kemudian implikasinya ditanggung oleh pemohon. Padahal
kesalahan itu semata-mata penyelenggaralah yang nyata-nyata
telah melakukannya;

4. Bahwa keputusan Keputusan KPU KPU Kota Makassar
Nomor 64/P.KWK/HK.03.1 Kpt/7371/KPU Kot/IV/2018
Tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil
Wali Kota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018
adalah produk hukum cacat yang terus menerus
dipertahankan hingga lahirnya Keputusan Perolehan Hasil
pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makasaar Nomor:
71/P.KWK /HK/03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/VIl/2018 Dikatakan cacat



karena tidak mengakomodasi pemohon sebagai Pasangan
Calon berdasarkan Putusan Panitia Pengawas Pemilihan
Kota Makassar Nomor: 002/PS/PWSL. MKS.27.01/V/2018;

5. Oleh karena cacatnya Keputusan Perolehan Hasil pemilihan
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makasaar Nomor: 71/P.KWK
/HK/03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/VIl/2018, maka secara mutatis
mutandis yang harus menjadi pegangan adalah Putusan
panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar yang menyatakan
kalau pemohon pada sesungguhnya harus ditetapkan kembali
sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Makassar;

f Bahwa pemohon tidak hanya memperjuangkan hak, kepentingan
dan ego sektoral sebagai pribadi yang tidak mengakui semua
produk hukum KPU Kota Makassar. Adalah pemohon sebagai
calon perseorangan dibebani amanah dan hak konstitusional hak
pilih pasif rakyat pemilih untuk menyalurkan hak-hak mereka.
Kurang lebih 117.492 PENDUDUK WAJIB PILIH KOTA
MAKASSAR telah menyerahkan mandatnya kepada pemohon
sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar,
namun hak itu kemudian seolah menghilang di udara, seperti asap
dihembus angin, tidak tentu arahnya. Semuanya disebabkan
karena tindakan insubordinasi KPU Kota Makassar yang tidak
menindaklanjuti Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota
Makassar;

g Bahwa berdasarkan dalil dan uraian di atas kepada pemohon tetap
dan menjadi wajib secara hukum dilekatkan kepada dirinya
sebagai pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar
sebagaimana Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota
Makassar Nomor: 002 /PS/PWSL. MKS.27.01/V/2018;

h. Bahwa berdasarkan dalil dan urain di atas pula pemohon adalah
tetap sah secara hukum sebagai pasangan calon nomor Wali Kota
Dan Wakil Wali Kota Makassar sebagaimana dalam Keputusan
KPU Kota Makassar Nomor 35/P.KWK/HK.03.1 Kpt/7371/KPU
Kot/11/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon wali Kota dan
Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2018 tertanggal 12 Februari
2018;
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1 Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kota Makassar Nomor:
71/P.KWK /HK/03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/VIl/2018 Tentang Penetapan
Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon wali Kota
dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018
Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali
Kota di Kota Makassar, dengan nomor urut 2 (dua);

} Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 Juncto Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2017
Pedoman beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota dengan satu pasangan calon,
Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan
perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon gubernur/calon
bupati/calon walikota dan wakil gubernur/wakil bupati/wakil
walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota dengan
ketentuan:

i Perbedaan Perolehan Suara
'No. | Jumlah Penduduk berdasarkan Penetapan

| Perolehan Suara Hasil Pemilihan
oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota

1. |<250.000 2%
2. [>250.000 - 500.000 1,5%
3. | > 500.000 - 1.000.000 1%

4. [> 1.000.000 0,5%

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan
Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan
penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan
Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan
1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselistihan perolehan
suara dilakukan apabilah terdapat perbedaan paling banyak

p 5 |



sebesar 0,5 % (nol koma lima perseratus) dari penetapan hasil
penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”,

1. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Wali Kota dan Wakil
Wali Kota Makassar dengan jumlah penduduk diatas 1 juta
Jiwa, sehingga Perbedaan perolehan suara antara Pemohon
dengan peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil
penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar
0,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap
akhir yang telah ditetapkan oleh Termohon atau Komisi
Pemilihan Umum Kota Makassar;

2. Bahwa pemohon tidak mungkin terikat dengan angka
persentase tersebut karena pemohon mempermasalahkan
pada CACATNYA HASIL PEMILIHAN, karena KPU Kota
Makassar tidak menindaklanjuti Putusan Panitia Pengawas
Pemilihan Kota Makassar Nomor: 002/PS/PWSL.
MKS.27.01/V/2018 untuk menetapkan pemohon sebagai
pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar;

3. Bahwa sekiranya KPU Kota Makassar menindaklanjuti
Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar
Nomor: 002/PS/PWSL. MKS.27.01/V/2018 dengan
menetapkan pemohon sebagai pasangan calon wali kota dan
wakil wali Kota Makassar, barulah pada saat itu pemohon
menjadi wajib terikat dengan syarat selisih perkara
perselisihan hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pemilihan a quo;

k Bahwa pemohon sama sekali tidak bermaksud menjerumuskan
Mahkamah Konstitusi untuk melanggar Pasal 158 ayat 2 UU No 10
Tahun 2016, kami sebagai pemohon berharap agar mahkamah
konstitusi menjaga marwahnya dengan konsisten menegakkan
ketentuan persentase tersebut. Dalam perkara a quo, pemohon
meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar ketentuan persentase
tersebut diterapkan setelah mengikutsertakan pemohon sebagai
peserta pemilihan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Makassar. Sebab dalam konteks perkara ini faktanya Pemohon
tidak diikutsertakan sebagai peserta pemilihan dalam

12



pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar Tahun 2018
oleh termohon (bukan peserta pemilihan). Tindakan termohon
yang tidak mengikutkan sertakan pemohon dalam proses
pemungutan suara berakibat hukum proses pemungutan suara
termasuk OBYEK SENGKETA A QUO ADALAH CACAT HUKUM,
sehingga penerapaan ketentuan persentase batas pengajuan
gugatan belum dapat diterapkan dalam perkara a quo;

1 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut pemohon,
mahkamah konstitusi belum dapat menentukan kedudukan
hukum (Legal Standing) pemohon untuk mengajukan permohonan
pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Makassar Nomor: 71/P.KWK /HK/03.1-Kpt/7371/KPU-
Kot/VIl/2018tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018, Tanggal 6 Juli 2018
Sepanjang mengenai ketentuan persentase batas maksimal
pengajuan gugatan sebelum dilakukan pemungutan suara
ulang dengan tidak mengikutsertakan pasangan calon yang
telah dibatalkan oleh termohon sendiri.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

A. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 Juncto Pasal 6 ayat 1 PMK Nomor 6 Tahun 2017 yang
pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan
dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja sejak diumumkan
penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan
Umum Kota;

B.Bahwa Keputusan KPU Kota Makassar Nomor: 71/P.KWK /HK/03.1-
Kpt/7371/KPU-Kot/VIl/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil
pemilihan Calon wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar dalam
Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2018
Bertanggal 6 juli 2018 yang diumumkan pada tanggal 6 Juli 2018
Pukul WITA

C.Bahwa 3 hari kerja sejak haru jumat tanggal 6 Juli 2018 adalah
Selasa 10 Juli 2018 sedangkan pendaftaran Permohonan
dilakukan pada tanggal 10 Juli 2018
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D.Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon,
Permohonan Pemohon diajukan Ke Mahkamah Konstitusi masih
dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN
1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh
termohon perolehan suara pasangan calon dan suara tidak setuju
(kolom kosong) sebagai berikut:

No Nama Pasangan Calon Perolehan Suara
1 Munafri Arifuddin, S.H. dan drg. 264. 245
Rachmatika Dewi Yustitia Igbal
2 TIDAK SETUJU (Kolom Kosong) 300.795
TOTAL SUARA SAH 565. 040

(Berdasarkan tabel di atas pemohon tidak dapat menentukan
peringkatnya, karena KPU Kota Makassar telah melakukan
tindakan hukum yang CACAT atau INSUBORDINATIF, dengan
melakukan pembatalan atas nama pemohon sebagai pasangan
calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar bertentangan
dengan Undang-undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali
Kota)

2.Bahwa dengan cacatnya Surat Keputusan Perolehan Hasil
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar maka dalam
penalaran hukum pemohon perolehan suara tersebut dianggap
tidak pernah ada atau batal demi hukum yang dapat ditunjukkan
sebagai berikut:

No Nama Pasangan Calon Perolehan Suara
1 Munafri Arifuddin, S.H. dan drg. 0
Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal
2 TIDAK SETUJU (Kolom Kosong) 0
TOTAL SUARA SAH 0

(Berdasarkan tabel di atas maka semua jumlah perolehan suara
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harus “DINOLKAN” karena Surat Keputusan Perolehan Hasil
Pemilihan telah CACAT HUKUM,).

3. Bahwa menurut pemohon tidak sahnya hasil perolehan suara hasil
pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar disebabkan:
A.Pemohon tidak diikutsertakan sebagai pasangan calon

peserta pemilihan dalam Pemilihan Walikota dan Walkil

Walikota Makassar Tahun 2018 dengan uraian sebagai

berikut :

- Bahwa setelah melakukan penelitian persyaratan Pencalonan
atas diri Pemohon dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai
calon maka pada tanggal 12 Februari 2018 termohon
mengeluarkan Keputusan KPU Kota Makassar Nomor
35/P.KWK/HK.03.1 Kpt/7371/KPU Kot/11/2018 Tentang
Penetapan Pasangan Calon wali Kota dan Wakil Wali Kota
Makassar Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018, dengan
pasangan calon sebagai berikut:

1. Munafri Arifuddin, S.H. dan drg. Rachmatika Dewi
Yustitia Igbal;

2. Ir. H. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira
Mulyasari Paramastuti [lham

- Bahwa terhadap Keputusan KPU Kota Makassar Nomor
35/P.KWK/HK.03.1 Kpt/7371/KPU Kot/I1/2018 , pasangan
calon Munafri Arifuddin, S.H. dan drg. Rachmatika Dewi
Yustitia Igbal mengajukan permohonan Pembatalan
Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 35/P.KWK/HK.03.1
Kpt/7371/KPU Kot/11/2018 di Panitia Pengawas Pemilihan
Kota Makassar dengan Alasan Pemohon sebagai Petahana
telah melakukan pelanggaran pasal 71 ayat 3 UU No 10
Tahun 2016 Tentang Pemilihan sehingga pemohon harusnya
dibatalkan sebagai pasangan calon.

- Bahwa setelah proses pemeriksaan dan persidangan, Panitia
Pengawas Pemilihan Kota Makassar menerbitkan Putusan
Nomor 001/PS/PWSL.MKS.27.01/11/2018yang pada
pokoknya menolak permohonan pembatalan Munafri
Arifuddin, S.H. dan drg. Rachmatika Dewi Yustitia Igbal dan
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menyatakan pemohon tidak melanggar pasal 71 ayat 3 UU No
10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan.

Bahwa meskipun putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota
Makassar melalui putusan Nomor
001/PS/PWSL.MKS.27.01/11/2018 menyatakan pemohon
tidak melanggar pasal 71 ayat 3 UU No 10 Tahun 2016 tetapi
pasangan calon Munafri Arifuddin, S.H. dan drg. Rachmatika
Dewi Yustitia Igbal tetap melakukan upaya hukum berupa
mengajukan gugatan tata Usaha Negara di Pengadilan Tata
Usaha Negara Makassar.

Bahwa setelah proses pemeriksaan dan persidangan,
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam
putusannya Nomor 6/G/Pilkada/2018/PT. TUN.MKS,
Pemohon telah melakukan pelanggaran melanggar pasal 71
ayat 3 UU No 10 Tahun 2016 dan membatalkan pemohon
sebagai pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Makassar Tahun 2018. Dengan demikian Keputusan
KPU Kota Makassar Nomor 35/P.KWK/HK.03.1
Kpt/7371/KPU Kot/1I/2018 Tentang Penetapan Pasangan
Calon wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2018
tertanggal 12 Februari 2018 dinyatakan batal dan tidak
memiliki kekuatan mengikat.

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Makassar Nomor 6/G/Pilkada/2018/PT.TUN.MKS kemudian
diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor
Perkara 250 K/TUN/PILKADA/2018 tertanggal 23 April 2018,
yang pada pokoknya tetap menyatakan Keputusan KPU Kota
Makassar Nomor 35/P.KWK/HK.03.1 Kpt/7371/KPU
Kot/11/2018 dan memerintahkan termohon KPU Makassar
membatalkan pemohon sebagai Peserta Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018

Bahwa atas kedua putusan tersebut termohon
menindaklanjuti (eksekusi) dengan menerbitkan Keputusan
KPU Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1
Kpt/7371/KPU Kot/IV/2018 Tentang Penatapan Pasangan
Calon wali Kota dan wakil Wali Kota Makassar Tahun 2018
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tertanggal 27 April 2018, dengan Pasangan calon Munafri

Arifuddin, S.H. dan drg. Rachmatika Dewi Yustitia Igbal

TANPA mengikutsertakan Pemohon.

Bahwa tindakan termohon menerbitkan Keputusan KPU Kota

Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1 Kpt/7371/KPU

Kot/IV/2018 yang tidak mengikutsertakan pemohon sebagai

peserta pemilihan sangat melanggar hak konstitusional

sehingga Pemohon mengajukan keberatan/gugatan di Panitia

Pengawas Pemilihan Kota Makassar dengan Alasan Sebagai

Berikut :

a. Pemohon dalam Proses sengketa Tata Usaha Negara baik di
Tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan
Mahkamah Agung . Pemohon Tidak Pernah Dilibatkan
sebagai Pihak sehingga pemohon tidak dapat mengajukan
alat bukti yang menunjukkan pemohon tidak melanggar
pasal 71 ayat 3 UU No 10 Tahun 2016.

b.Pemohon dalam Proses sengketa Tata Usaha Negara baik di
Tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar ,
Pemohon Tidak Pernah Dilibatkan sebagai saksi untuk
menjelaskan pemohon tidak melanggar pasal 71 ayat 3 UU
No 10 Tahun 2016.

Bahwa setelah proses pemeriksaan dan persidangan, Panitia

Pengawas Pemilihan Kota Makassar menerbitkan Putusan

Nomor  002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018 yang pada

pokoknya menyatakan :

1. Menerima permohonan pemohon;

2. Menyatakan bahwa pemohon tidak melakukan
pelanggaran Pasal 71 ayat 3 Undang Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali
Kotamenjadi Undang-undang, sebagimana telah diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016
Ju. Pasal 89 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagaiman diubah
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dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15

Tahun 2017
3. Menyatakan batal Surat Keputusan KPU Kota
Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-

Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 Tentang Penetapan
Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada
Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar
Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018, dan berita acara
Nomor:434/P. KWK/PL.03.3 BA/7371/KPU
Kot/IV/2018 tentang Pelaksanaan penetapan Putusan
MA RI terkait pembatalan penetapan pasangan calon
wali kota dan wakil wali kota Makassar pada pemilihan
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun
2018tertannggal 27 April 2018 serta berita acara
Nomor: 435/P. KWK/PL.03.3 BA/7371/KPU-
Kot/IV/2018 tentang Tentang Penetapan Pasangan
Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Pemilihan
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2018
tertanggal 27 April 2018, adalah batal demi hukum
4. Memerintahkan termohon untuk menerbitkan
keputusan tentang Tentang Penetapan Pasangan Calon
Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Pemilihan Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2018 yang
memenuhi syarat yaitu:
e Pasangan calon Munafri Arifuddin, S.H., dan
drg A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal;
e Pasangan calon Ir. Mohammad Ramdhan
Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti
Ilham
5. Memerintahkan termohon (KPU Kota Makassar) untuk
menindaklanajuti Putusan panitia pengawas Pemilihan
Umum Kota Makassar paling lambat 3 (tiga) hari sejak
putusan ini dibacakan;
- Bahwa meskipun putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota
Makassar melalui putusan Nomor
002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018 menyatakan pemohon
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tidak melanggar pasal 71 ayat 3 UU No 10 Tahun 2016 dan
memerintahkan termohon KPU Makassar mengikutsertakan
termohon sebagai pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota
dan Walikota Makassar Tahun 2018 tetapi Termohon KPU
Makassar tidak mematuhi (disobey) amar perintah Putusan
Nomor 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018.

- Bahwa pemohon merasa hak konstitusionalnya (right to be
Candidate) dilanggar oleh termohon dengan tidak menetapkan
pemohon sebagai pasangan Calon dan tidak mencetak gambar
foto dan nomor urut pemohon dalam surat suara padahal
telah diperintahkan oleh lembaga pengawas pemilihan.

- Bahwa panitia pengawas pemilihan kota Makassar juga tidak
menanda-tangani berita acara sample/contoh surat suara
sebagai bentuk pernyataan Panitia pengawas pemilihan Kota
Makassar bahwa tindak termohon adalah tindakan yang cacat
hukum.

- Bahwa berdasarkan rangkaian Peristiwa tersebut di atas ,
maka sudah sangat jelas pemohon tidak diikutsertakan
sebagai peserta pemilihan dalam pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Makassar Tahun 2018. Padahal pemohon
memiliki Legal Standing sebagai peserta Pemilihan
berdasarkan Putusan Putusan Nomor
002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018.

B.KPU Kota Makassar tidak menindaklanjuti Putusan Panitia
Pengawas Pemilihan Kota Makassar agar menetapkan
pemohon sebagai pasangan calon Walikota Dan Wakil
Walikota Makassar:

- Bahwa sebagai warga negara yang baik, taat hukum, taat
prosedur maka sejak itu pemohon tetap bertindak
berdasarkan koridor hukum dengan memperjuangkan hak
dan kepentingan politik berupa hak pilih aktif melalui
mekanisme yang telah disediakan dan diatur berdasarkan
perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa pada tanggal 30 April 2018 pemohon sebagai pasangan
calon wali kota dan wakil wali kota Makassar mengajukan
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permohonan sengketa atas Surat Keputusan KPU KPU Kota
Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-
Kot/IV/2018 tertanggal 27 April 2018;

Bahwa pada pokoknya pemohon menilai Surat Keputusan
KPU KPU Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-
Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tertanggal 27 April 2018
sebagai keputusan sebagai tindak lanjut dari badan peradilan
berdasarkan Pasal 2 huruf () Undang-undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha  Negara (PERATUN)
bukanlah keputusan yang dikecualikan dari objek sengketa;
Bahwa pemohon menilai Surat Keputusan tersebut tidak
terikat dengan objek sengketa yang dikecualikan, karena
lahirnya telah meninggalkan atau mengabaikan atau
mengosongkan “KEADILAN SATU ORANG WARGA NEGARA”
yang semestinya diakomodasi dalam pemeriksaan objek
sengketa di PTTUN Makassar;

Bahwa dengan atas dasar itulah pemohon mengajukan
sengketa pemilihan ke Panitia Pengawas Pemilihan Kota
Makassar. Dan Pada akhirnya Putusan Panitia Pengawas

Pemilihan Kota Makassar Putusan Nomor
002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018 dalam amarnya
menyatakan:

1. Menerima permohonan pemohon;

2. Menyatakan bahwa pemohon tidak melakukan
pelanggaran Pasal 71 ayat 3 Undang Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali
Kotamenjadi Undang-undang, sebagimana telah diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016
Ju. Pasal 89 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagaiman diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15
Tahun 2017

3. Menyatakan batal Surat Keputusan KPU Kota
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Makassar Nomor 64 /P.KWK/HK.03.1-
Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 Tentang Penetapan
Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada
Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar
Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018, dan berita acara
Nomor:434/P. KWK/PL.03.3 BA/7371/KPU
Kot/IV/2018 tentang Pelaksanaan penetapan Putusan
MA RI terkait pembatalan penetapan pasangan calon
wali kota dan wakil wali kota Makassar pada pemilihan
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun
2018tertannggal 27 April 2018 serta berita acara
Nomor: 435/P. KWK/PL.03.3 BA/7371/KPU-
Kot/IV/2018 tentang Tentang Penetapan Pasangan
Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Pemilihan
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2018
tertanggal 27 April 2018, adalah batal demi hukum

4. Memerintahkan termohon untuk menerbitkan
keputusan tentang Tentang Penetapan Pasangan Calon
Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Pemilihan Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2018 yang
memenuhi syarat yaitu:

e Pasangan calon Munafri Arifuddin, S.H., dan
drg A. Rachmatika Dewi Yustitia Igbal;

e Pasangan calon Ir. Mohammad Ramdhan
Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti
Ilham

5. Memerintahkan termohon (KPU Kota Makassar) untuk
menindaklnajuti Putusan panitia pengawas Pemilihan
Umum Kota Makassar paling lambat 3 (tiga) hari sejak
putusan ini dibacakan;

- Bahwa putusan yang sifatnya mengikat itu bagi KPU Kota
Makassar malah diindahkan hingga melewati batas yang telah
ditentukan. KPU Kota Makassar tetap pada pendiriannya
dengan tetap mempertahankan Keputusannya Nomor:
64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018t tertanggal
27 April 2018;
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- Bahwa alasan termohon KPU Makassar tidak menindaklanjuti
Putusan Nomor 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018. Karena
dianggap bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung
Nomor Perkara 250 K/TUN/PILKADA/2018 tertanggal 23 April
2018. Padahal putusan Nomor
002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018 sama sekali tidak
berhubungan dengan Putusan mahkamah Agung Nomor
Perkara 250 K/TUN/PILKADA/2018 dengan Argumentasi
Hukum sebagai berikut :
a.Bahwa Putusan mahkamah Agung Nomor Perkara 250

K/TUN/PILKADA/2018 telah dilaksanakan oleh termohon
melalui batal Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor
64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018
Tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil
Wali Kota pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018, dan berita
acara Nomor:434/P. KWK/PL.03.3 BA/7371/KPU
Kot/1V/2018 tentang Pelaksanaan penetapan Putusan MA
RI terkait pembatalan penetapan pasangan calon wali kota
dan wakil wali kota Makassar pada pemilihan Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2018tertannggal 27
April 2018 serta berita acara Nomor: 435/P. KWK/PL.03.3
BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Tentang Penetapan
Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada
Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun
2018 tertanggal 27 April 2018,

Bahwa dengan dikeluarkannya keputusan tersebut di atas
maka Putusan Mahkamah Agung telah dilaksanakan dan
perkara sepanjang mengenai Peristiwa Pembatalan
pemohon karena melanggar pasal 71 ayat 3 UU No 10
Tahun 2016 secara hukum dianggap telah selesai.

Oleh karena itu jika dalil termohon yang menyatakan tidak

melaksanakan Putusan Nomor:
002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018 karena bertentangan
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dengan Putusan mahkamah Agung Nomor Perkara 250
K/TUN/PILKADA/2018 tidak diterima nalar hukum.
.Bahwa salah satu pertimbangan Putusan Nomor
002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018 yang menyatakan
CACAT HUKUM Keputusan KPU Kota Makassar Nomor
64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 adalah
karena pada saat proses persidangan di Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Makassar pemohon tidak pernah
dipanggil sebagai pihak atau saksi untuk membela
kepentingannya , sebagaimana yang termuat dalam
putusannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam pasal 83 Undang-undang Nomor 5
tahun 1986 dimungkinkan seorang yang merasa
berkepentingan dapat masuk dalam sengketa pihak lain.dan
berkedudukan sebagai peserta yang membela haknya
ataupun peserta yang yang bergabung dengan salah satu
pithak yang bersengketa

Menimbang bahwa masuknya pihak ketiga Intervensi dalam
peradilan tata usaha negara didudukkan sebagai saksi
sesuai dengan Juklak  Mahkamah Agung Nomor
224/TD.TUN/ X/ 1993 tanggal 4 Oktober 1993 memberikan
arnjuran bahwa pihak ketiga yang bukan badan atau pejabat
tata usaha negara seyogyanya didudukkan sebagai saksi .
Menimbang bahwa pemohon adalah pihak yang seharusnya
dilibatkan dalam proses persidangan di pengadilan Tata
Usaha negara sebelum dikeluarkannya Putusan Nomor
6/ G/ Pilkada/2018/P.T.TUN MKS tertanggal 12 Maret 2018
yang dijadikan rujukan oleh Komisi pemilihan Umum KPU
Kota Makassar dalam keputusan 64/P.KWK/HK.03.1-
Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tertanggal 27 April 2018
Menimbang bahwa diberikannya kesempatan bagi semua
pihak untuk masuk dalam proses persidangan yang merasa
mempunyai kepentingan atas hal itu merupakan perwujudan
dari Azas Audit Et eltere partem yaitu setiap orang wajib
didengarkan dan diberikan kesempatan untuk membela diri
dalam suatu perkara yang di dalamnya terdapat
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kepentingan hukum orang tersebut.

Menimbang bahwa telah terbukti pemohon tidak diberikan
kesempatan untuk didengar keterangannya sebagai saksi ,
menjawab dan membantah seluruh tuduhan yang diajukan
kepadanya secara berimbang dalam perkara Nomor
6/ G/ Pilkada/2018/P.T.TUN MKS berakibat pada tidak
dapat dilaksanakannya putusan a quo dan terhadap seluruh
tindaka hukum atas dasar putusan a quo dapat dimaknai
sebagai  perbuatan  melawan  hukum  sebagaimana
yurisprudensi Mahkamah agung No 1080 K/Sip/1973
Tanggal 10 Oktober 1976

Menimbang bahwa dengan merujuk kepada yurisprudensi
Mahkamah Agung tersebut maka tindaka termohon yang
mengeksekusi pengadilan Tinggi Tata usaha negara
Makassar Nomor 6/G/Pilkada/2018/P.T.TUN MKS juncto
Putusan  Mahkamah  Agung Nomor  Perkara 250
K/TUN/PILKADA/2018 dengan menerbitkan dan mencabut
SK KPU kota Makassar Nomor Nomor 35/P.KWK/HK.03.1
Kpt/7371/KPU Kot/1l/2018 Tentang Penetapan Pasangan
Calon wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2018
tertanggal 12 Februari 2018 merupakan perbuatan melawan
hukum , oleh karenanya objek sengketa batal demi hukum

- Bahwa Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor:
64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tertanggal
27 April 2018 adalah keputusan yang cacat hukum karena
telah dibatalkan melalui proses ajudikasi di hadapan sidang
Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar;

- Bahwa karena cacatnya Surat Keputusan KPU Kota Makassar
Nomor: 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018
tertanggal 27 April 2018 berarti secara mutatis-mutandis
Surat Keputusan Perolehan Hasil pemilihan KPU Kota
Makassar Nomor: 71/P.KWK /HK/03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/VIl/2018
juga telah cacat hukum, sehingganya sangat berdasar jika
melalui Mahkamah dalam fungsinya menjaga “daulat rakyat
pemilih” agar memerintahkan kepada KPU Kota Makassar
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memulihkan hak pilih aktif pemohon atau menetapkan
pemohon sebagai pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali
Kota Makassar kemudian ditindaklanjuti dengan Pemungutan
Suara Ulang di seluruh Kecamatan Kota Makassar.

- Bahwa tindakan termohon yang Tidak mengikut sertakan
Pemohon sebagai pasangam calon padahal termohon telah
diperintahkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kota
Makassar untuk menetapkan pemohon sebagai peserta
pemilihan akan berakibat hukum, proses pemungutan Suara
termasuk obyek sengketa dalam perkara ini menjadi Cacat
hukum.

- Bahwa akibat hukum obyek sengketa a quo CACAT HUKUM
maka hak-hak pemohon sebagai peserta pemilihan
sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Panitia Pengawas
Pemilihan Kota Makassar sudah seharusnya dikonversi
menjadi penetapan pasangan calon peserta pemilihan dalam
pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun
2018. Oleh karena itu sudah seharusnya termohon
melakukan pemungutan suara ulang di semua tempat
pemungutan suara (TPS) yang ada di Kota Makassar dengan
mengikutsertakan pemohon sebagai pasangan calon dalam
pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun
2018.

C.Termohon tidak menerapkan prinsip Audit Eltem Partem
Bahwa pemohon tidak pernah dilibatkan oleh termohon dalam
proses persidangan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
sebagai saksi untuk menjelaskan atau melakukan pembelaan
mengenai perkara pasal 71 ayat UU No 10 Tahun 2016 yang akan
kami uraikan sebagai berikut :

- Syarat dan prosedur pembatalan berdasarkan Pasal 71 Undang-
undang Nomor 10 Tahun 2016 melanggar asas legalitas:

- Dalam pencermatan dan perhatian pemohon Pasal 71 ayat 2
dan ayat 3 Undang-undang Pemilihan adalah ketentuan-
ketentuan yang tidak memenuhi asas legalitas. Suatu
ketentuan yang abstrak, multitafsir, tidak ketat (strict), sehingga
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ketentuan-ketentuan itu merupakan pasal karet yang dapat
menjerat secara serampangan pejabat Kepala Daerah, padahal
Kepala Daerah tersebut telah bertindak berdasarkan wewenang
yang telah diberikannya oleh undang-undang;

Agar tidak bias dan dapat menjadi pelajaran kita bersama di
masa mendatang, bahwa betapa ketentuan tersebut telah
menyebabkan terampasnya hak-hak konstitusional tanpa
memperhatikan aspek etis dan nilai moral yang wajar, maka
pemohon akan mengutip secara utuh bunyi dari Pasal 71
Undang-undang Pemilihan a quo sebagai berikut: “(1) Pejabat
negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota
TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang
membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan
atau merugikan salah satu pasangan calon; (2) Gubernur atau
Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau
Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6
(enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon
sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat
persetujuan tertulis dari Menteri; (3) Gubernur atau Wakil
Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau
Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan,
program, dan kegiatan yang menguntungkan atau
merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah
sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam)
bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai
dengan penetapan pasangan calon terpilih; (4) Ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3)
berlaku juga wuntuk penjabat Gubernur atau Penjabat
Bupati/Walikota; (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil
Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau
Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),
petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai
calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; (6)
Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan
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perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 71 a quo yang menyebabkan kemudian
pemohon dibatalkan sebagai pasangan calon wali kota dan
wakil wali kota Makassar terletak pada Pasal 71 ayat 3 Junto
Pasal 71 ayat S a quo;

Pemohon menilai Pasal tersebut bertentangan dengan hak atas
setiap orang mendapatkan kepastian hukum sebagaimana
dinyatakan Pasal 28 D UUD NRI 1945;

Ketentuan tersebut dinyatakan tidak memiliki kepastian hukum
atau menyimpangi asas legalitas sebagai asas hukum yang
berlaku umum dengan alasan-alasan sebagai berikut:

e Pasal 71 ayat 3 Undang-undang Pemilihan a quo,
pada pokoknya melarang petahana menjalankan
kewenangannya jika menguntungkan atau merugikan
pasangan calon lain;

e Adalah suatu contradiction intermenis, ketentuan
tersebut ibarat ”buah simalakama” bagi seorang
pejabat Kepala Daerah. Di satu sisi dia menjadi wajib
menjalankan kewenangannya, namun di sisi lain jika
ia konsisten untuk menjalankan kewenangannya itu
akan berakibat pada hak asasinya berupa hak politik
untuk maju sebagai calon kepala daerah dapat
dibatalkan atau tidak memenuhi syarat sebagai Calon
Kepala Daerah;

e Bahwa ketentuan tersebut telah melanggar asas
legalitas sebagai ketentuan yang akibat atau sanksi
hukumnya digantungkan pada suatu syarat di masa
mendatang. Seorang kepala daerah hari ini hanya
akan dikenakan sanksi pembatalan berupa
pencabutan hak pilih aktif jika ia telah dinyatakan
sebagai pasangan calon melalui penetapan oleh KPU
Provinsi, KPU Kabupaten/Kota;

e Bahwa ketentuan tersebut sudah sering dipraktikkan
terlepas dari teks aslinya. Kerapkali dimaknai secara
tekstual sehingga tidak ada kepastian hukum dapat
diterapkan atau tidaknya ketentuan a quo;
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Bahwa Pasal 71 ayat 5 mensyaratkan untuk
dikenakannya sanksi pembatalan kepada petahana
secara lterlijk harus dimaknai secara kumulatif.
Dalam arti, petahana harus terbukti melakukan
pelanggaran berdasarkan Pasal 71 ayat 2 dan ayat 3
secara sekaligus. Dengan secara jelas pasal 71 ayat 5
Undang-undang Pemilihan a quo menyatakan bahwa
Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati
atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil
Walikota selaku petahana melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),
petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan
sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota. Namun dalam praktiknya
sebagaimana yang menimpa pemohon, hanya dengan
tuduhan pada satu bentuk pelanggaran saja, yaitu
Pasal 71 ayat 2;

Bahwa dalam praktik atau penerapan ketentuan Pasal
71 ayat 2 dan Pasal 71 ayat 3 sudah banyak yang
menunjukan diskriminasi atas satu kasus dengan
kasus lainnya. Dalam kasus pembatalan calon Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Pare-pare terbukti
menyalahgunakan kebijakan berdasarkan
rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kota Pare-
Pare, kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Kota Pare-
Pare pada akhirnya berdasarkan Putusan Mahkamah
Agung pembatalan tersebut dinyatakan tidak sah.
Kasus perkasus berdasarkan penerapan pasal a quo
telah nyata menimbulkan keresahan dan kegelisahan
atas suatu ketentuan yang tidak memiliki kepastian
hukum, gampang menjerat dan gampang pula tidak
menjerat pelakunya;

Bahwa dalam praktiknya, mekanisme hukum
penyelesaian atas pelanggaran berdasarkan Pasal 71
ayat 2 dan ayat 3 tidak memiliki pula kepastian
hukum, atau tepatnya tidak ada syarat kompetensi
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absolut yang jelas untuk menyelesaikannya.
Pelanggaran atas Pasal 71 ayat 2 dan ayat 3 Undang-
undang Pemilihan a quo, di satu sisi bisa dalam
bentuk laporan bisa pula dalam bentuk sengketa yang
pada hakikatnya menghasilkan dua produk hukum
yang berbeda. Satu produk hukumnya dalam bentuk
rekomendasi, dan satu lagi produk hukumnya dalam
bentuk putusan.

e Bahwa letak ketidakpastiannya penyelesaian bentuk
pelanggaran dari Pasal 71 ayat 2 dan ayat 3 UU
Pemilihan a quo, terjadi dalam suatu keadaan jika
pelanggaran itu diselesaikan dalam bentuk pelaporan
ke Panitian Pengawas pemilihan namun berdasarkan
hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak terbukti.
Adalah masih terbuka proses hukum yang lain dalam
bentuk permohonan sengketa di Panitia Pengawas
pemilihan, PTTUN, hingga Mahkamah Agung.
Ironisnya seringkali melalaui putusan pengadilan
pelanggaran itu malah dikatakan terbukti;

- Pemohon menyadari secara patut duduk permohonan ini
bukanlah dalam bentuk permohonan judial review Undang-
undang terhadap UUD NRI 1945, namun terlepas dari semua
itu Mahkamah yang menjalankan fungsi guardian constitution
tidak akan terlepas dari roh dan jiwanya untuk menimbang
ketentuan-ketentuan tersebut sebagai ketentuan yang telah
merammpas hak konstitusional banyak warga negara dari satu
orang yang telah diusung oleh sejumlah penduduk wajib pilih
dalam syarat-syarat seleksi calon kepala daerah;

- Berdasarkan dalil-dalil dan wuraian di atas kiranya dapat
menjadi bahan pertimbangan pula bagi Mahkamah bahwa
Surat Keputusan Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan telah
menjadi cacat hukum karena Surat Keputusan KPU KPU Kota
Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-
Kot/IV/2018 tertanggal 27 April 2018 yang membatalkan
pemohon sebagai pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali
Kota Makassar berpijak dari ketentuan yang bertentangan
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dengan asas legalitas dan tidak memiliki kepastian hukum
berdasarkan Pasal 28 B UUD NRI 1945;

- Bahwa dengan cacatnya secara hukum Surat Keputusan
Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Nomor: 71/P.KWK
/HK/03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/VIl/2018 kepada Mahkamah, agar
pemohon dapat dipulihkan hak-haknya agar kiranya KPU Kota
Makassar kembali menetapkan pemohon sebagai pasangan
calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Makassar kemudian
ditindaklanjuti dengan Pemungutan Suara Ulang di Kota
Makassar.

- Bahwa Dugaan perbuatan atau tindakan penyalahgunaan
program /kebijakan tidak terbukti:

- Bahwa kepada pemohon telah dituduh atau dianggap
menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan
calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam
waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan
pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon
terpilih, dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

e Pemohon sebagai pasangan calon yang berstatus petahana
pada waktu itu dianggap telah melanggar Pasal 71 ayat 2 a
quo karena melakukan pembagian HP kepada RT/RW se-
kota Makassar;

e Pemohon melakukan pengangkatan tenaga kontrak kerja
waktu terbatas;

e Pemohon menggunakan penggunaan Tagline Makassar
dua kali tambah baik;

- Bahwa apa yang dilakukan oleh pemohon dalam status sebagai
Wali Kota Makassar pada waktu itu tidak dengan serta merta
dapat dikatakan sebagai tindakan atau menjalankan
kewenangan yang telah merugikan pasangan calon lain;

- Bahwa pemohon menjalankan kewenangan tersebut yaitu
pembagaian pembagian HP kepada RT/RW se-kota Makassar
merupakan tindakan atau keputusan yang tidak memenuhi
sebagai penyalahgunaan program atau kebijakan karena
kewenangan itu merupakan perwujudan visi dan misi wali kota
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dan RPJMD yang telah disahkan dalam Peraturan daerah
tahun 2014 RPJMD Kota Makassar Tahun 2014 -2019 sebagai
keputusan atau tindakan yang sah sehingga menjadi kewajiban
Pemerintah Kota Makassar untuk dilaksanakan;

Bahwa pengangkatan tenaga kontrak adalah merupakan
program yang direncanakan tahun 206 sebagaimana tertuang
dalam Perda Nomor 4 Tahun 2017 RPJMD Kota Makassar
tahun 2014 -2019;

Bahwa penggunaan slogan DUA KALI LEBIH BAIK itu, sudah
merupakan gonditio sine qua non bagi seorang petahana. Tidak
dapat dinilai apakah memberikan keuntungan bagi dirinya
atau merugikan pasangan calon lainnya, sebab masih dalam
tingkatan probabilitas rakyat pemilih yang dapat memberikan
penilaian terhadap kebijakan-kebijakannya di masa lalu;
Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Panitia Pengawas
Pemilihan Kota Makassar melalui Putusan Panitia Pengawas

Pemilihan Kota Makassar Nomor: O001/PS/PWSL.
MKS.27.01/11/2018 dan Putusan Panitia Pengawas
Pemilihan Kota Makassar Nomor: 002/PS/PWSL.

MKS.27.01/V/2018, pada dasarnya sudah dua kali kasus
tersebut diperiksa, namun hasil pemeriksaan dinyatakan tidak
terbukti;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas,
kiranya dapat menjadi pertimbangan bagi Mahkamah bahwa
Surat Keputusan Hasil Perolehan Pemilihan Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Makassar adalah cacat hukum, oleh karena
dari awal apa yang dituduhkan kepada pemohon tidak
berdasar hukum untuk dibatalkan sebagai pasangan calon
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar sehingga berimplikasi
pada pemilihan wali Kota dan Wakil Wali Kota Makasar hanya
terdapat satu pasangan calon yang melawan kolom kosong;
Bahwa dengan cacatnya secara hukum Surat Keputusan
Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Nomor: 77/P.KWK
/HK/03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/VIl/2018 kepada Mahkamah kiranya
pemohon dapat dipulihkan hak-haknya oleh KPU Kota
Makassar dengan kembali menetapkan pemohon sebagai
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pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar
kemudian ditindaklanjuti dengan Pemungutan Suara Ulang di
Kota Makassar.

D.Pembatalan terhadap pemohon sebagai pasangan calon Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Makassar tidak sah:

Bahwa pada tanggal 15 Februari 2018 pemohon digugat oleh
Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor urut 1
(satu): Munafri Arifuddin, S.H dan drg. A. Racmatika Dewi
Yustitia Iqbal melalui proses sengketa pemilihan di hadapan
Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar. Dan setelah
melalui proses pemeriksaan ajudikasi Putusan Panitia
Pengawas Pemilihan Kota Makassar dalam amarnya juga
menyatakan tidak terbukti pelanggaran pemohon;

Bahwa berdasarkan hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Makassar Nomor: 6/G/Pilkada/2018/PTTUN. Mks
dalam pertimbangan dan amarnya nya pada pokoknya
menyatakan kalau perbuatan pemohon dalam hubungannya
dengan Pasal 71 ayat 3 terbukti, mutatis mutandis
memerintahkan kepada KPU Kota Makassar agar membatalkan
Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor
35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 Tentang
Penetapan Pasangan Calon wali Kota dan Wakil Wali Kota
Makassar Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018 dengan
membatalkan pemohon sebagai pasangan calon wali kota dan
wakil Wali Kota Makassar;

Bahwa Pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar Nomor: 6/G/Pilkada/2018/PTTUN. Mks, KPU Kota
Makassar kemudian mengajukan upaya hukum kasasi ke MA
atas dinyatakannya Surat Keputusan KPU Kota Makassar
Nomor 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018
Tentang Penetapan Pasangan Calon wali Kota dan Wakil
Wali Kota Makassar Tahun 2018 tertanggal 12 Februari
2018 “tidak sah.” Dan Putusan Mahkmah Agung Nomor: 259
K/TUN/PILKADA/2018 menguatkan Putusan PTTUN
Makassar a quo;
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Bahwa menurut pemohon Putusan PTTUN Makassar Nomor:
6/G/Pilkada/2018/PTTUN. Mks dan Putusan Mahkmah
Agung Nomor: 259 K/TUN/PILKADA/2018 tidak dapat
menjadi sandaran hukum atas pembatalan pemohon sebagai
pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar
dengan dasar argumentasi sebagai berikut:

e Bahwa sejak awal permohonan sengketa TUN pemilihan
a quo yang diajukan oleh pasangan Calon Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Makassar nomor urut satu dengan objek
sengketa Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor
35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018
Tentang Penetapan Pasangan Calon wali Kota dan
Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2018 tertanggal 12
Februari 2018, merupakan permohonan yang cacat
formil, tidak memenuhi sebagai syarat-syarat gugatan in
concreto pemohon pada sesungguhnya tidak memiliki
kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan atas
Surat Keputusan KPU Kota Makassar a quo;

e Bahwa berdasarkan syarat gugatan TUN hanyalah
kepada individu atau badan hukum yang dituju secara
langsung atas suatu keputusan yang pada asalinya
MENIMBULKAN KERUGIAN bagi individu atau badan
hukum perdata tersebut yang dapat mengajukan
permohonan dalam kompetensi sengketa TUN Pemilihan;

e Bahwa pasangan calon wali kota dan wakil wali kota
Makassar nomor urut satu: Munafri Arifuddin, S.H dan
drg. A. Racmatika Dewi Yustitia Igbal yang
mengajukan gugatan atas Surat Keputusan KPU Kota
Makassar a quo tidak ada kerugian secara langsung
yang dapat dibuktikannya;

¢ Bahwa dengan merujuk kembali pada esensi dari
peradilan administrasi adalah bertujuan menegakkan
atau memulihkan hak asasi setiap orang akibat tindakan
hukum pejabat eksekutif, dalam hubungannya dengan
perkara a quo telah keluar dari tujuan hakikinya
peradilan administrasi. Peradilan administrasi hadir
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adalah karena melawan absolutisme kekuasaan sang
raja, maka muncullah peradilan tersebut untuk menguji
apakah tindakan eksekutif yang menyebabkan terjadi
perampasan hak terhadap individu tidak terjadi
penyalahgunaan wewenang, atau kesewenang-wenangan,;
Bahwa dalam hubungannya dengan mekanisme sengketa
yang telah menyebabkan tercabutnya hak politik
pemohon telah menyebabkan  piranti peradilan
administrasi berubah 180 derajat. Dari yang dulunya
bertujuan memulihkan hak individu menjadi peradilan
yang memerintahkan kepada pejabat eksekutif agar
berlaku sewenang-wenang;

Bahwa prosedur atau mekenisme sengketa TUN
Pemilihan yang benar adalah seyogiayanya terjadi pada
suatu keadaan pasangan calon yang dibatalkan oleh
suatu Keputusan atau ketetapan (beschikking) pejabat
eksekutif cq KPU Kabupaten/Kota, kemudian kepada
pasangan calon bersangkutan dapat mengajukan
permohonan atau gugatan TUN pemilihan di Peradilan
administrasi atau peradilan tata usaha negara;

Bahwa apa yang terjadi sebagaiamana permohonan yang
diajukan oleh pasangan calon wali kota dan wakil wali
kota Makassar Nomor urut satu: Munafri Arifuddin, S.H
dan drg. A. Racmatika Dewi Yustitia Igbal telah keluar
dari koridor kepada dirinya sebagai individu telah
dibatalkan statusnya sebagai pasangan calon atas suatu
keputusan KPU Kota Makassar;

Bahwa dengan memperhatikan secara cermat pula bunyi dari
Pasal 154 ayat 12 Undang-undang Pemilihan yang menyatakan
“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti
putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai keputusan
tentang “PENETAPAN” pasangan calon peserta Pemilihan
sepanjang tidak melewati tahapan paling lambat 30 (tiga puluh)
Hari sebelum hari pemungutan suara.”

Bahwa dengan berdasarkan Pasal 154 a quo juga telah
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memberikan defenisi secara tegas kalau yang dapat
mengajukan sengketa TUN Pemilihan adalah pihak pasangan
calon yang sudah dibatalkan statusnya sebagai pasangan calon
oleh Penyelenggara pemilihan cq KPU. Hal tersebut dapat
dicermati dengan adanya frasa “.....MENINDAKLANJUTI
PUTUSAN PENGADILAN..... TENTANG PENETAPAN PASANGAN
CALON....” Apakah makna frasa “PENETAPAN” dalam ketentuan
a quo? Tidak ada lain dapat dimaknai kalau pada
sesungguhnya terdapat pasangan calon yang pernah
DIBATALKAN statusnya sebagai pasangan calon oleh KPU
Kabupaten/Kota, kemudian harus DITETAPKAN kembali
sebagai pasangan calon atau peserta pemilihan;

Bahwa Putusan PTTUN dan Putusan MA a quo yang pada
dasarnya menjadi dasar hukum bagi KPU Kota Makassar
menerbitkan Surat Keputusan Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-
Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tertanggal 27 April 2018,
adalah putusan yang tidak memperhatikan aspek keadilan para
pihak. Hal itu disebabkan gugatan atas objek sengketa Cq
Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor
35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018  Tentang
Penetapan Pasangan Calon wali Kota dan Wakil Wali Kota
Makassar Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018, secara
esensial akibat hukumnya berdampak kepada pemohon, namun
tak sekalipun kepada pemohon dulunya diberikan kesempatan
untuk membela diri atas gugatan TUN Pemilihan dalam
pemeriksaan dan pembuktian di hadapan PTTUN Makassar;
Bahwa peraturan Mahkamah Agung Nomor: 11 Tahun 2016
Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa TUN Pemilihan, telah
dengan keras mengunci rapat “hak bela diri semacam itu”
kepada pemohon tidak dapat mengajukan diri sebagai pihak
intrevenin dengan alasan para pihak dalam sengketa TUN
Pemilihan hanya ditujukan antara pasangan calon dengan
penyelenggara pemilihan Cq KPU (Vide: Pasal 153 ayat 2 UU
Pemilihan);

Bahwa dengan tidak adanya ruang bagi pemohon untuk
mengajukan diri sebagai pihak sudah jelas hak dan
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kepentingan pemohon dirampas secara semena-mena tanpa
diberikan hak yang sama di hadapan hukum;

- Bahwa dengan berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah
pemohon uraikan di atas maka dapatlah menjadi gambaran
secara jelas dan terang-benderang bahwa Surat Keputusan
KPU KPU Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-
Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tertanggal 27 April 2018,
sebagai keputusan yang menindaklanjuti putusan pengadilan
merupakan keputusan yang cacat hukum dan berimplikasi pula
pada cacatnya Surat Keputusan Perolehan Hasil Pemilihan KPU
Kota Makassar Nomor: 71/P.KWK /HK/03.1-Kpt/7371/KPU-
Kot/Vil/2018;

- Bahwa dengan cacatnya secara hukum Surat Keputusan
Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Nomor: 71/P.KWK /HK/03.1-
Kpt/7371/KPU-Kot/VIl/2018 kepada Mahkamah, kiranya pemohon
dapat dipulihkan hak-haknya oleh KPU Kota Makassar dengan
kembali menetapkan pemohon sebagai pasangan calon Wali
Kota Dan Wakil Wali Kota Makassar kemudian ditindaklanjuti
dengan Pemungutan Suara Ulang di Kota Makassar;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas. Pemohon

memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan

putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Surat Keputusan Perolehan Hasil Pemilihan Wali
Kota Dan Wakil Wali Kota Makassar Nomor: 71/P.KWK
/HK/03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/VII/2018 cacat hukum atau
batal demi hukum;

2. Menyatakan Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor:
Keputusan KPU KPU Kota Makassar Nomor
64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018  tertanggal
27 April 2018 tidak sah atau batal demi hukum;

3. Memerintahkan Kepada KPU Kota Makassar untuk
menindaklanjuti Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota
Makassar Nomor: 002/PS/PWSL. MKS.27.01/V/2018, dengan
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menetapkan pemohon sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Makassar sebagai pasangan nomor urut 2 (dua):
Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari
Paramastuti Ilham bersama dengan Pasangan Calon Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Makassar sebagai pasangan calon nomor
urut 1 (satu): Munafri Arifuddin, S.H., dan drg A. Rachmatika
Dewi Yustitia Iqbal;

. Memerintahkan kepada Termohon KPU Kota Makassar untuk
menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh
kecamatan, Kota Makassar;

Atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami
KUASA HUKUM PEMOHON

SYAH KANDOW, S.H. RAHMATULLAH, S.H.

37



